ABSTRAK

Nama : Agus Triharto Harisadino

Program Studi : Ketahanan Nasional

Kajian . Strategik Keimigrasian

Judul . Analisis Implementasi Kebijakan KPP APEC pada Ekonomi

Indonesia sebagai Sebuah Kebijakan Publik

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah,
dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi
pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George
Edward 111 Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan
apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu
adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.
Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili
steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan
analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan
dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan
KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan;
Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.

Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh
kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia,
berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward IIl Tahun 1980
dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi
kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif,
meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian
menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan
yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2.
untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi
pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan
perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP
APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu,
kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus
melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul
terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.
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The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in
this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for
the APEC Economy Business user who does trading and investing.

The research included as qualitative with descriptive design.

The operational research model used a theory of George Edward Il Policy
Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which
decide whether a policy is effective or not. The variables are communication,
resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents
who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP
APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters
interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences
between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the
implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of
Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.

From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end
result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based
on the 4 (four) valuables variable, The George Edward Il in the year of 1980 is
not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy
implementation on the Policy Component Operator, policy user isn’t yet effective,
even though from the Regulator component side is already effective. The result of
this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in
providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more
transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for
KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the
service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside
that, as for the general public, in this matter concern on the business user to
continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on
based on the hope-perception policy itself.
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